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KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NoMoR: 109 /KPTS / V/2424

TENTANG

PERPANIANGAN KEDUA PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
ERUPSI GUNUNG API IBU DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,
r\r!^^imhrn^. . behrva bcrdasarkan da'.a dlri KESDI\1, Badar: Ccologi Pos Pcngamatan Cunung api lbu tclah tcrlaCir,rcrrtirruorrti, q.

erupsi Gunung lbu di Kabupaten Halmahera Barat pada tgi 9 luni 2A24 pukul 19.46 WIT' dengan

tinggi koiom abu reramati t 2000 m di atas puncak ( t 3.325 m diatas permukaan iauil erupsi ini

Brekam di seismogram dengan amplitude maksimum 26 mm clan durasi t 45 detik, dan tgl 11 |utti
2024 pukul 09,47 WIT dengan tinggi koiom abu teramati t 4000 m ( 1 5.325 m diatas permukaan

laut] erupsi ini terekam cli seismogram dengan amplitude maksimum 28 mm dan durasi + 2 menit

17 rietik Serta tgl 12 Juni 2024 pukr"rl 05,40 WIT dengan tlnggi kolom abu teramati berwarna kelabu
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di seismogram dengan amplitude maksimum 28 mm dan durasi t 52 detik, maka saat ini Gunung

Api Ibu masih berada pada Status Level IV (Awas);

Mengingat:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan
Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Perpanjangan Kedua Penetapan Status Tanggap Darurat
Bencana Erupsi Gunung Api lbu di Kabupaten Halmahera Barat.

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penelapan Undang-undang Nomor 23
Darurat Tahun 1957 tentarrg Pernbentukan Daerah-tiaerah SwaLanlra Tingkat Ii Dalanl
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi [lndang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Lltara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Teiah Dir-rbah
Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupater-r Halmahera
Utara, Kahupa[en Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupatet:
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku tltara;

4. Undang-unclang Nomor 1 Tai:un 2003 tentang Peml-rentukan Kabupaten Halmahera
Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupatetr Kepuiauan Sula, Kabtrpaten
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Llndang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6" Undang-ur-rdang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangguiangan Bencana;
7. tlndang-undang lrlomor 23 Tahun 2014 tentatig Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun ZAZZ Gntang Hubungan Keuangan antara Femerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;

E- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008
Penanggulangan Bencana;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Ban[uan Bencana;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangar-r Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1-05lPMK.O5/2A13 tentang Mekatrisme

pe laksatraan a ngga ran penanggula nga n b ettcana;
13. Peraturan Metrteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perutrahan Alas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pentbentukan Pr*duk
Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekni-s
Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Notttor 9 Tahun 200[j
tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasioual Penanggulangan Bencat:a;

16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nornor 6.4 'Iahun 2011
tentang Pedornan Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

17. Peraturan Kepaia Badan Penanggulangan Nasional Penanggulangan Bencana Nonior I
tahun 2008 tentang prosedur tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;

18. Peraturan Kepala Badan Iilasional Peanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020
tentang Penggunaan Datra Siap Pakai;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Bara[ Nomor 6 'Iahttn Z0ab tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten l{almahera Barat:

]alan Pengabdian Desa Jati Porniti' Kec. Jailolo Kode Pos-97752
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. {A97,2} 2221A07, Fax [0922J 2Z2lAAl

tentang Penyelenggaraan

Pendanaan dan Pengeloiaan

A



-2-

Memperhatikan:
1. Surat Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM R.l. Nomcr

679.Lap/GL.B3/BGV/2A24 TGL 16 Mei 2O24 ter.tang Kenaikan tingkat aktivitas Gunung Api Ibu dari
Level Iii [Siagal menjadi Level IV [AwasJ;

2. Berdasarkan data dari KESDM, Badan Geolagi Pos Pengamatan Gunung api Ibu telah terjadi erupsi Gunung ibu di

I{abupaten Halmahera Barat pada tgl 9 }uni 2A24 pukul19.46 WIT dengan tinggi kolom abu teramati t 2008 m di atas

puncak I t 3,325 m diatas permukaan iauti erupsi ini terekam di seismogram riengan ampiitude maksirnum 26 mm dan

durasi t 45 detih

3. Berdasarkan data dari KESDM, Badan Geologi Pos Pengamatan Gunung api Ibu telah terjadi erupsi Gunung Ibu di

Kabupaten Halmahera Barat tgl 11 funi 2024 pukul 09.47 WIT dengan tinggi kolom abu teramati t 4000 m

I r 5,325 m diatas permukaan laut) erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 28 mm dan durasi +

? manit 1'7 Aatilt

4. Berdasarkan data dari KESDM, Badan Geologi Pcs Pengamatan Gunung api Ibu telah terjadi erupsi Gunung Ibu di

Kabupaten Halmahera Barat tgl 12 Juni 2024 pukul 05.40 WIT dengan tinggi kolom abu teramati berwarna kelabu hingga

hitam dengan intensitas sedang condong ke arah Barat dan Barat laut dan erupsi ini terekam di seismogram dengan

amplitude maksimum 28 mm dan durasi r 52 detik. maka saat ini Gunung Ibu masih berada pada Status Level IV

[Awasj;
5. Hasil rapat Pos Komando Tanggap Darurat Erupsi Sunung Api Ibu dan BNPB Pusat tgl 12 luni 2A24 sepakat

memperpanjang penetapan status darurat seiama 7 hari dari tgt 14 funi 2024 sampai dengan 2A funi2424.

MEMUTUSKAN:

Menetapk-an

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Menetapkan Perpanjangan kedua Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api
Ibu di Kabupaten Halmahera Barat

Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana di maksud pada
Diktum Kesatu berlaku selama 7 hari terhitung sejak tanggal 14 funi 2A24 hingga tanggal
20 |uni 2024.
Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu yang dibentuk dengan SK
Bupati Halmahera Barat Nomor :98/Kpts/V/2A24 tetap melaksanakan tugas dengan
berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah IAPBDJ serta sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

S u r a t Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

BUPATI FIAL

Tem busan disamnaikankepada Yth;
r. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana IBNPB) R.I. di fakarta,
z. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
:. Ketua DPR"D Kab. Halmahera Barat di lailolo,
a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Soflfi,
s. Kepala Peiaksana BPBD Kab. Haimahera Earat di laiiolo.

Plh Sekretaris Daerah

Ass. Bid.Adm Umum

Kabag. Hukum & Orgs

Ditetapkan di : lailolo
Pada tanggal : 14 funi

JAMES UANG


